
Menimbang: a • .Bahwa ketentuan tari,p paj ak Potong H,! 
wan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Da- 
erah Kabupat en Semarang Nomor 7/Pd/?4 
sudah tidak sesuat lagi · denga.n per- 
kembangan harga dewasa ini ; 

b , Bahwa untuk meningkatkan pcndapatan - 
Daerah, maka perlu menyesuaikan tarip 
Pajak Potong He~an ; 

c. Bahwa Ketentuan tarip berdasarkan Pe.£ 
aturan Daorah ini, dipandang layak 
dan dapat terjangkau oleh para wajib 
pajak. 

Mengingat: 1. Undang-undang Nornot 5 Tahun 1974 te,a 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG, 

PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG 

NOMOR 16 TAHUN 1980 
TENT ANG 

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 
·:.~.: .:· ·:,..,. 

2 NO.JvJOR : NOMOR : 20 TAHUN : 1981 SERI : A 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANf; · 



: I 

Peraturan Daerah Kabupat en Semanang' 
tanggal 28 Oktober 1960 Nomor 5/Pd/60 - 
t~ntang Mengadakan gan .Memungut Pajak 
Potong Hewan, diundangkan pada tanggal 
1 Januari 1962 dimuat dalam · Lembaran 
Daerah Jawa ·Tengah Seri C Tahun 1962 
Nomor 3? • yang .tel ah diubah beberapa 

--1 
:1 ·,; 

~: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING- j 
KAT II SI;MARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK . i 
K:B.'TIGA KALI TENTANG MENGADAKAN. DAN ME- -j 
MUN GUT PAJAK POT ONG HEW AN • .1 

Pasal l J 

:rsctujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Tingkat II. Semarang. 

M E M U T U S K A N 

tang :.:o:~pokok Pemerl.~:an di Dae-1 
rah (Lembar-an. N·egar.a..Jl.I. Tahun 19?4 ! 
Nomor jS, Tobahan L~mbaran N'Bgara N.2,··· :j 
mor 303'7)· .. ; . · '·_.·...;.l 

2. Undang-undan~ Nomor 13 Tahun 1950 te,a,) 
tang Pemben tukan Daer-ah daerah Kabu~ ,1 
ten dalam lingkungan Propinsi Jawa - J 
Tengah ; J 

f 
3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahu~ 1957 · 1 

tentang Pe-raturan lfmwn Pajak Dae_~ah ; J 
4. Peraturan Daerah Kabupat en . · Semara1tg 

Nomor 5/Pd/6Q tentang Mengadakan dan · 
Nemungut Pajak Potong Hewan Jo Per- . 

. aturan Oaerah Kabupat en. Daerah Ting - 
kat II Semarang Nomor ?/Pd/74 tentang 
Mengubah untuk kedua kali Peraturan - 
tentang Mengadakan dan Memungut Pa~ak 
Potong Hewan. . 1. 

Daerah- 
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c , Barang siapa yang untuk memper.<;>leh su 
rat keterangan termaksud ·dalam Pasal 
pas al 6 dan 7 memberikan k_eterangan -: . 
keterangan yang tidak sebetulnya ke- 
pada Kepala Desanya; 

d , Barang siapa yang berbuat melanggar - 
salah s~tu larangan·tercantum dalam 

" Dihukum dengan hukunan kurungan selama 
lamanya 1 ( sa tu ) bulan atau denda, se- 
tinggi - tingginya l\l. 30.000,- { t_iga pu- 
luh ribu rupiah) · 
a. Barang siapa memotong hewan ·:• . .-ber- 

tentangan dengan ketentuan dalam Pa-· 
·· sal 8 ayat (l) ; 

b. Barang siapa memotong hewan dalam ke- 
adaan seper-ti terma.ksud .dalam Pasal · 
8 ayat ( 2) ·dan tidak memenuhi kewajib 
an terc~ntum dalam ayat tersebut da- 

.Lam tempo 2 x 24 jam ; .... 

A. Dal8lll Pasal 4, diubah inenjadi 
Pajak fotong berjumlah . . 

I, Untuk pemotongan us aha Pp. 500,- 
II• Untuk pemotongan hajat Pp. 250,-. 

III. Untuk pemotongan darurat 1',. 250,- 

B. Pasal .12 ayat (1)· diubah sebagai ber- 
ikut : 

kali·, terakhir diubah dengan Peraturan - 
D·aera.h Kabupaten Semarang Nomor 7/Pd/74, 
d iundangkan pada t.anggal 1 Des ember 19?5, 
dimue..t dal.am Lembaran Daerah Jawa Ten·gah 
Seri G Nomor 1, diubah lagi sebagai ber- 
ikut: 

- 3 - 



Disyahkan ol.eh Menteri Dalmn Negeri de~gan ~u .:I 
rat Keputusannya tanggal 29 Juli 1981 Nomor 9?37 'ii: 

524.33 - 547. ~ 
Diundnngkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten .. ~ 

Daerah. Tingkat II SemarangNo~or 20 tanggal? De- 1· 
sembor 1981 Seri A Nomor 2. .: ,, . . . 

. Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah~ : 
. ttd. 

Drs .. BAMIMNG SRIWIDI YOKO 
NIP. 010026?44. I 

I 

(Ir.SOESMONO .MARTOSISWOJO)' (SIP-AR HAHDJOSOEMARTO) 
ttd. ttd. 

Pasal 2 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal: 
diundangkan. 

Ungaran, 11 Desember 1980.· 

BUPATI KEPALA DAERAH :I 
TINGKAT II ·. SEMARANG , t DEWAN'PERWAKILAN RAK.YAT 

DAERAH KABUPATEN DAERAH 
TINGKAT I.I SEMARANG. 

KETUA, 

- 4 - 1 
1 
~ 

•1 Sesuni dengan ketentuan-ketent:uan yang di teta. i 
kap oleh Bupati Kepaln Daorah Tingkat II Se~, 
rang dapat diberikan uang penghargaan ~etinggi~1~ 
tingginya. ~. l.500,- . (seribu li~ ratus rupiah) 
kepada mereka yang dapat memberikan petunjuk -; 
dan bantuan yang nyata dala.rn mengusut dan men- 
jadikan te~ang perbuatan· yang dapat dihukum ~e- 
nurut Per'atur en Daerah ini " .. 

.Pasal-pasa.l 9 dan 10 "1• 

c. Pasal 12 ayat (3) diubah sebagai berikut :. 
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